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Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Pengadaan Secara
Elektronik (E-Procurement) pada Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan dimensi kualitas e-procurement. Studi
kualitatif dimulai dengan melakukan wawancara semi-terstruktur tatap muka dengan informan kunci yang
mempunyai peran sentral dalam proses pengadaan. Hasil wawancara menunjukkan adanya variabel baru sebagai
faktor yang mempengaruhi kinerja dan kualitas e-procurement. Penelitian dilanjutkan dengan menyebarkan
kuesioner kepada 200 orang pelaku pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Mojokerto. Hasil kuisioner
tersebut kemudian dilakukan olah data dengan menggunakan aplikasi software SPSS Versi 29.0, dimulai dari uji
validitas, reliabilitas sampai dengan analisis faktor. Dari hasil temuan akhir uji analisis faktor menunjukkan bahwa
terdapat dua faktor yang memiliki isu strategis dalam mendukung kinerja e-procurement yaitu faktor regulasi serta
faktor pelatihan yang mempunyai pengaruh besar dalam mempengaruhi kualitas e-procurement. Faktor-faktor yang
telah dianalisis dapat dijadikan acuan dalam melakukan penilaian mutu pada instansi pemerintah daerah.
Implikasinya, pengguna dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto harus memperhatikan faktor yang mendukung
kualitas e-procurement, khususnya pada faktor Pelatihan dan Regulasi.
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I. PENDAHULUAN

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu bagian terpenting bagi Pemerintah untuk mencapai tujuannya
dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan informasi dan
teknologi, pemerintah harus mengikuti perubahan tersebut dengan melakukan transformasi melalui sistem
pemerintahan berbasis elektronik, termasuk proses elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih
dikenal dengan Electronic Procurement (E-Procurement). Pengadaan elektronik berarti menggunakan sistem
komunikasi terintegrasi, biasanya berbasis web, untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh proses pembelian. Proses
ini dapat mencakup langkah-langkah mulai dari kebutuhan awal pengguna, pencarian, pembelian, negosiasi,
pemesanan, penerimaan, dan ulasan pasca pembelian [1].

Terwujudnya proses pembelian produk dan layanan yang efisien dan sukses adalah salah satu tujuan penerapan E-
Procurement. Berkurangnya pembelian yang melanggar hukum, waktu siklus yang lebih cepat, data pelaporan yang
lebih terorganisir, dan konektivitas yang lebih erat antara sistem back-office dan operasional pengadaan adalah contoh
efisiensi pengadaan secara elektronik. Baik sektor swasta maupun pemerintah telah memperoleh manfaat dari
diperkenalkannya pengadaan secara elektronik. Khususnya di sektor publik, dampak e-procurement sangat penting
untuk mencapai efisiensi dan efektivitas di tiga bidang: kondisi pembangunan daerah yang seimbang, persaingan yang
sehat antar dunia usaha, dan transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya
publik secara efisien [2]. Siklus sistem pengadaan elektronik pada Pemerintah Kota Mojokerto melalui pendekatan
proses supply chain dan strategi pengadaan elektronik [3] disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Work Flow SPSE

Organisasi mengadopsi sistem pengadaan elektronik karena banyak manfaat yang ditawarkan oleh mereka,
termasuk pengelolaan data yang lebih baik (misalnya, analisis pembelanjaan) dan integrasi dengan sistem internal
lainnya, yang pada gilirannya memungkinkan waktu siklus yang lebih cepat, kemampuan pelacakan yang lebih baik,
penghapusan kesalahan yang lebih baik, dan efisiensi yang lebih tinggi. keputusan pembelian yang berkualitas [4].
meningkatkan tingkat kepuasan pengguna secara keseluruhan dan memotivasi konsumen untuk melakukan pembelian
yang lebih teliti dan berpengetahuan luas merupakan hal yang mungkin dilakukan, yang secara langsung konsisten
dengan tujuan pembangunan berkelanjutan [5]. Namun di sisi lain, e-procurement jika dilihat dari sudut pandang
pelaku usaha saat ini juga mempunyai persoalan permasalahan dalam proses pengadaannya, khususnya kesalahan
dalam proses pengadaan yang sering terjadi. Oleh karena itu, sistem pengadaan yang efektif dan andal sangat penting
bagi kinerja organisasi [6]. Pengadaan secara elektronik (e-procurement) menjanjikan untuk membantu mengatasi
masalah dan tantangan, pencarian keuntungan, dan inefisiensi [7].

Dalam pandangan berbasis sumber daya, kualitas layanan e-procurement berperan dalam menentukan kepuasan
pembeli di tingkat pengguna. Layanan ini dipandang sebagai sumber daya [4]. Selain itu, infrastruktur TI yang tidak
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efektif dapat mengakibatkan pengeluaran tambahan dan menurunkan kualitas proses E-Procurement, yang berdampak
pada konteks pengguna dan, pada akhirnya, kebahagiaan internal pengguna [8]. Di Indonesia, pada sektor publik
khususnya pemerintahan, e-procurement telah diterapkan di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi
Pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Mojokerto. Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan Pemerintah Kota
Mojokerto saat ini menggunakan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) yang disebut Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menciptakan SPSE, yaitu
sistem elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Arsitekturnya dimulai dengan sistem
perencanaan pengadaan dan dilanjutkan dengan persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah
terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik [9].

Eksekusi akuisisi adalah tulang punggung kemenangan organisasi karena berkontribusi terhadap pembelian
kompetitif dan pengamanan produk-produk berkualitas yang menempatkan item atau administrasi organisasi dalam
keunggulan kompetitif dalam pameran. Namun dalam beberapa kesempatan, pelaksanaan akuisisi yang buruk telah
menyebabkan kerugian finansial bagi segmen swasta dan terbuka karena rendahnya pasokan bahan kerja berkualitas,
hilangnya harga uang dan meningkatnya biaya. Eksekusi akuisisi miskin juga berkontribusi terhadap berkurangnya
manfaat divisi swasta [10]. Proses SPSE Pemerintah Kota Mojokerto seperti alur kerja Gambar 1. di atas sesuai dengan
kerangka teori proses rantai pasok dan strategi pengadaan elektronik [3]. Komponen strategi pengadaan secara
elektronik telah terpenuhi secara keseluruhan. Siklus SPSE merupakan pemanfaatan dari Instruksi Presiden Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana setiap tahapan peraturan tersebut diintegrasikan
ke dalam SPSE dan kemudian secara bertahap proses pengadaan dilakukan oleh masing-masing pelaku pengadaan
sesuai kewenangannya. Pelaku Pengadaan terdiri dari Pembeli/Pengguna yang dalam siklusnya disebut Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat yang berwenang melaksanakan proses Pengadaan disebut Kelompok Kerja/Pejabat
Pengadaan (Pokja dengan nilai pengadaan di atas 200 Juta/Petugas Pengadaan sampai dengan 200 Juta), dan Pemasok.

Dalam pemanfaatannya, E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto masih belum berjalan ideal,
bahkan dalam 5 tahun terakhir realisasi pengadaan yang dilakukan secara elektronik mengalami tren penurunan,
seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi E-Procurement Pemerintah Kota Mojokerto

No Tahun Rencana Pengadaan Metode Realisasi E-Peocurement (Rp) (%)
Penyedia (Rp)
1 2019 264.000.000.000 244.000.000.000 92
2 2020 213.000.000.000 197.000.000.000 92
3 2021 307.000.000.000 271.000.000.000 88
4 2022 315.000.000.000 275.000.000.000 87
5 2023 335.000.000.000 263.000.000.000 78

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pada periode tahun 2019 hingga tahun 2023, total anggaran belanja yang direncanakan melalui pengadaan
dengan metode seleksi penyedia mengalami peningkatan, namun realisasi pengadaan yang dilakukan secara elektronik
mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan solusi dan langkah-langkah yang harus segera diambil agar pada
tahun berikutnya proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Mojokerto sebagian besar dapat dilakukan
secara elektronik. Untuk dapat menemukan solusi tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah dengan
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas e-procurement. Pemilihan objek dan kebaruan dalam
penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya penelitian yang berfokus pada peningkatan e-procurement dari segi
dimensi kualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pembentuk kualitas e-procurement dengan
menggunakan pendekatan faktor dimensi kualitas e-procurement dari peneliti sebelumnya meliputi pelatihan,
profesionalisme, proses, konten, kegunaan, dan spesifikasi [8]. Hasil analisis faktor ini nantinya dapat dijadikan
rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan kualitas E-Procurement di Pemerintah Kota Mojokerto.

Penelitian Terdahulu

Ada dua kategori utama elemen penentu keberhasilan implementasi e-procurement: aspek teknologi dan
manusia. Persoalan teknis adalah persoalan yang bertumpu pada teknologi dan cara pemanfaatannya, sedangkan aspek
manusia adalah persoalan yang bergantung pada perilaku dan kemampuan manusia. Keamanan, otentikasi, dan
integrasi sistem adalah contoh faktor teknologi. Aspek dari kedua kelompok tersebut termasuk dalam manajemen
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perubahan, teknik penerapan e-procurement, rekayasa ulang proses, pengukuran kinerja, dan standar teknologi [11].
Menurut visi e-procurement, masyarakat dan sektor bisnis akan memiliki akses yang lebih baik dan adil terhadap
informasi serta layanan dan prosedur yang lebih baik [12]. Sektor pemerintah menghadapi beberapa masalah dalam
menerapkan e-procurement yang efektif, termasuk integrasi perangkat lunak, manajemen data, rencana Roll-Out,
prosedur hukum dan administrasi, infrastruktur teknologi informasi, kontrak outsourcing, dan keterampilan teknologi
informasi [13].

Teknologi informasi yang tidak memadai, dan ketersediaan infrastruktur pemasok/mitra bisnis dianggap sebagai
hambatan paling penting dalam penerapan e-procurement [14]. Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang
signifikan terhadap pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk memfasilitasi penerapan e-procurement di
sektor publik. Selain itu, karena pengadaan secara elektronik mempunyai masalah keamanan, peraturan, prosedur, dan
peraturan yang tepat harus diterapkan untuk mengatur keseluruhan sistem. Pendidikan, pelatihan, dan lokakarya yang
memadai harus diadakan untuk melaksanakan e-procurement sehingga praktisi pengadaan dapat mengasah
kemampuan mereka dan menyadari manfaat sebenarnya dari e-procurement [15]. Penggunaan e-procurement sangat
dipengaruhi oleh persyaratan sistem, manajemen implementasi, perubahan karakteristik organisasi, perubahan struktur
tata kelola, dan perubahan biaya akuisisi secara keseluruhan [16].

Literatur Review

Pemerintah harus menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap pengembangan infrastruktur TI untuk
memfasilitasi penerapan e-procurement di sektor publik. Selain itu, karena pengadaan secara elektronik mempunyai
masalah keamanan, peraturan, prosedur, dan peraturan yang tepat harus diterapkan untuk mengatur keseluruhan
sistem. Pendidikan, pelatihan, dan lokakarya yang memadai harus diadakan untuk melaksanakan e-procurement
sehingga praktisi pengadaan dapat mengasah kemampuan mereka dan menyadari manfaat sebenarnya dari e-
procurement [15]. Penggunaan e-procurement sangat dipengaruhi oleh persyaratan sistem, manajemen implementasi,
perubahan karakteristik organisasi, perubahan struktur tata kelola, dan perubahan biaya akuisisi secara keseluruhan
[16]. Pengadaan secara elektronik adalah istilah untuk penggunaan sistem komunikasi terintegrasi (biasanya berbasis
web) untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian proses pembelian. Proses ini dapat melibatkan banyak langkah,
dimulai dengan penilaian kebutuhan awal pengguna dan berlanjut melalui pencarian, negosiasi, pemesanan,
penerimaan, dan tinjauan pasca pembelian [1]. Sederhananya, e-procurement adalah alur proses pembelian yang
menghilangkan kebutuhan akan dokumen berbasis kertas seperti pesanan pembelian dan formulir daftar permintaan.

Lelang online, di mana kontrak dan aset dimenangkan dan dihilangkan, merupakan salah satu cara untuk
menunjukkan pengadaan secara elektronik. Selain itu, dalam hal ini memanfaatkan e-katalog, yang menampilkan
pesanan pembelian, faktur, dan konfirmasi pengiriman yang dihasilkan secara elektronik [15]. Calon pelanggan dan
pemasok berkumpul dalam platform e-procurement untuk menciptakan platform jaringan dua arah yang memfasilitasi
pencocokan kedua hal ini [17]. Praktek meningkatkan pengetahuan dan kemampuan orang-orang yang relevan dengan
pekerjaan mereka secara metodis untuk meningkatkan kinerja dikenal sebagai pelatihan. Pelatihan diberikan untuk
meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan dalam organisasi. Dengan memberikan pelatihan,
pengembangan, dan pendidikan kepada karyawan pada waktu yang tepat, dapat memberikan dampak yang signifikan
bagi organisasi dalam meningkatkan produktivitas, pengetahuan, loyalitas, dan kontribusinya [18].

Profesionalisme biasanya diartikan sebagai nilai kerja atau nilai normatif, sebagai sesuatu yang harus dilestarikan
dan dipromosikan dalam pekerjaan dan oleh dan untuk pekerja. Kemudian perkembangan selanjutnya memaknai
profesionalisme sebagai sebuah wacana dan selama ini memadukan nilai kerja dan ideologi [19]. Tiga komponen
profesionalisme adalah sebagai berikut: (1) kerangka teori, pengetahuan akademis, penalaran analitis, argumentasi,
dan penelitian; (2) kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian dan
mengambil pelajaran darinya; dan (3) budaya profesional dengan peran dan tanggung jawab sosial. Integritas dan
kesadaran akan tujuan adalah komponen kunci dari komponen ketiga ini. Selain memiliki “kapasitas dan disposisi
untuk bekerja sesuai standar terbaik di bidangnya dengan cara yang dapat melayani masyarakat luas,” hal ini juga
memerlukan akuntabilitas atas kualitas pekerjaan seseorang [20]. E-procurement adalah metode pengadaan publik
yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet. Peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan
transparansi serta peningkatan akses pasar, persaingan perusahaan yang sehat, dan kemudahan prosedur pemantauan
dan audit merupakan tujuan dari e-procurement [21].

Subjek, jenis, atau unit informasi digital disebut konten. Teks, gambar, grafik, audio, video, dokumen, laporan,
dan lainnya semuanya dapat dianggap sebagai bentuk konten [22]. Penggunaan sistem e-procurement sangat penting
untuk mencapai efisiensi proses dalam rantai pasokan. Ada dorongan yang sangat besar baik dari sektor publik maupun
swasta untuk membangun sistem pengadaan elektronik karena sistem ini secara drastis memangkas biaya dan
meningkatkan operasi pasokan. Mempersiapkan staf pemasok untuk memanfaatkan e-procurement adalah langkah
pertama yang penting dalam memastikan sistem bekerja dengan baik dan digunakan secara rutin untuk sebagian besar
skenario pembelian [23].
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II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tahap pertama menggunakan pendekatan
kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur secara tatap muka kepada informan kunci yang mempunyai
peran sentral dalam proses E-Procurement di Pemerintah Kota Mojokerto, yang terdiri dari 6 orang anggota Tim Pokja
Unit Layanan Pengadaan dan 1 orang Pejabat Struktural sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Tahap
kedua menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner melalui instrumen Google Form dengan
jumlah sampel sebanyak 200 orang pelaku pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Mojokerto. Faktor-faktor
pembentuk kualitas e-procurement diukur melalui enam dimensi/variabel dan 30 (tiga puluh) indikator variabel yang
didukung oleh penelitian sebelumnya [8].

Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan metode statistik deskriptif. Deskripsi ini menggunakan
persentase masing-masing. Bagian kedua meliputi (faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas e-procurement) yang
dianalisis dengan menggunakan instrumen SPSS V.29, seperti uji validitas dan reliabilitas, serta analisis faktor.
Sebelum memulai analisis data, dilakukan uji validitas untuk memastikan kuesioner akurat dan setara. Ukuran
validitas suatu instrumen disebut validitas. Apabila suatu instrumen dapat mengungkapkan data secara akurat dari
variabel-variabel yang diteliti dan mengukur apa yang dicari, maka instrumen tersebut dianggap valid. Uji statistik
product-moment Pearson digunakan dalam penelitian ini untuk menilai validitas instrumen ini. Jika r-value hitung >
r-tabel atau p-value < 0,05 maka kuesioner dianggap valid. Pengukuran dilakukan dua kali atau lebih, dan tingkat
konsistensi hasil ditentukan oleh pengujian reliabilitas. Dalam penelitian, berbagai teknik digunakan, namun
pendekatan Cronbach Alpha sering digunakan. Jika nilai Cronbach Alpha suatu variabel lebih besar dari 0,60 maka
dianggap dapat diandalkan.

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis mean dan
standar deviasi. Dampak variabel terhadap kualitas pengadaan secara elektronik akan semakin besar jika nilai rata-
ratanya semakin tinggi. Beberapa elemen mempunyai skor yang sama ketika data dari survei kuesioner di analisis
menggunakan mean; standar deviasi (SD) juga dihitung untuk membedakan faktor-faktor tersebut dalam hal
pemeringkatan [24]. Deviasi standar yang rendah menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar pada rentang nilai yang
luas, sedangkan deviasi standar yang tinggi menunjukkan bahwa titik-titik data seringkali sangat dekat dengan rata-
rata statistik (juga dikenal sebagai nilai yang diharapkan) dari kumpulan tersebut. Dalam penelitian ini, analisis faktor
digunakan untuk menjamin bahwa pernyataan kuesioner dapat direpresentasikan secara akurat. Interaksi yang
kompleks dan bervariasi antara serangkaian variabel penelitian yang dapat diamati menjadi lebih sederhana dengan
strategi ini. Banyaknya variabel yang saling berkaitan dapat dijelaskan oleh sejumlah kecil faktor, yang dapat
ditemukan melalui analisis faktor. Penilaian Bartlett terhadap Sphericity atau Measure Sampling Adequacy (MSA)
dapat digunakan untuk menilai matriks korelasi secara lengkap, atau korelasi antar variabel. Agar pengujian ini valid,
setidaknya beberapa variabel harus berkorelasi signifikan satu sama lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pertama - Penelitian Kualitatif

Studi kualitatif diawali dengan melakukan wawancara semi terstruktur tatap muka terhadap satu orang Kepala
Bagian Pengadaan dan enam orang anggota kelompok kerja pengadaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
terdapat variabel baru sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas e-procurement di Kota Mojokerto. Variabel-
variabel tersebut berkaitan dengan regulasi dengan indikator yang bervariasi antara lain peraturan yang mendukung
integrasi e-procurement dengan sistem keuangan, peraturan harus mampu mengembangkan standar harga yang
relevan dengan e-katalog, dan peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan pelatihan sertifikasi. Secara
keseluruhan variabel beserta indikator variabel [8 ] dan hasil temuan variabel baru disajikan dalam Tabel 3.

Tahap Kedua - Penelitian Kuantitatif

Data primer digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku pengadaan di
Pemerintah Kota Mojokerto yaitu sebanyak 200 orang. Data responden terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen
sebanyak 80 orang (40%), Pejabat Pengadaan sebanyak 30 orang (15%), Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis sebanyak
84 orang (42%), dan Operator sebanyak 6 orang (3%). Sedangkan dari segi jabatan dalam organisasi, Kepala Bagian
sebanyak 57 orang (28,5%), Camat sebanyak 3 orang (1,50), Kepala Desa sebanyak 17 orang (8,50%), Kepala Seksi
sebanyak sebanyak 7 orang (3,50 ), Kepala subbagian/kepala bagian/pejabat fungsional setingkat eselon IV sebanyak
110 orang (55%), Staf Eksekutif sebanyak 6 orang (3%).

Hasil statistik deskriptif dengan menambahkan satu variabel baru sesuai hasil wawancara, berdasarkan jawaban
responden terhadap kuesioner yang telah diberikan, berdasarkan Tabel 2. pada kolom “rata-rata” terlihat bahwa
seluruh indikator kualitas e-procurement responden berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi yaitu memiliki rata-
rata lebih dari 4,08 hingga 4,44. Indikator dengan rata-rata tertinggi adalah kemudahan akses terhadap informasi
pelatihan dan peraturan yang mendukung integrasi e-procurement dengan sistem keuangan dengan rata-rata sebesar
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4,44. sedangkan indikator terendah adalah kecepatan pemesanan dan kesiapan tenaga pengadaan dalam memberikan
jasa konsultasi yaitu 4,08. Rata-rata seluruh indikator kualitas e-procurement sebesar 4,23 yang termasuk dalam
kategori tinggi.

Hasil Uji Validitas Instrumen penelitian dilakukan terhadap 200 responden. Analisis pengujian dilakukan dengan
menggunakan uji korelasi person seperti pada Tabel 2. Kolom “Uji Validitas”, menunjukkan bahwa hasil korelasi
person untuk seluruh indikator variabel lebih besar dari r tabel > 0,138 (untuk jumlah sampel 200) dan memiliki nilai
signifikansinya dibawah 0,05, sehingga dapat dinyatakan seluruh variabel dinyatakan valid. Hasil Uji Reliabilitas
Instrumen pada kolom “Uji Reliabilitas” menunjukan bahwa temuan memungkinkan kesimpulan bahwa objek yang
sama dapat diukur dalam penelitian ini, dan sama-sama konsisten, dengan skor Cronbach alpha lebih dari 0,60, seluruh
item pernyataan dianggap kredibel.

Analisis faktor. Dengan menggunakan alat software SPSS 29.0, data diolah terhadap variabel-variabel yang
dianggap valid dan reliabel untuk langkah analisis faktor. Langkah pertama dalam analisis faktor adalah menentukan
apakah nilai tersebut lebih besar dari nilai KMO dan Barlett's Test yang lebih dari 0,5 dengan menggunakan KMO,
Barlett's Test, dan MSA (Measure of Sampling Adequacy). Tahapan analisis faktor yang digunakan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut. Tahap uji KMO dan uji Barlett terdiri dari tahap 1, atau kadang-kadang disebut sebagai
langkah pertama dalam analisis faktor. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengetahui validitas faktor penelitian;
Oleh karena itu, angka KMO dan Barlette's Test yang mencakup nilai 0,829 > 0,5 untuk Measure of Sampling
Adequacy Kaiser-Meyer Olkin (KMO) dan signifikansi 0,000 < 0,05 untuk Bartlett test of sphericity, maka dapat
dikatakan bahwa analisis faktor merupakan metode yang tepat untuk melakukan pengujian analisis faktor.

MSA (Ukuran Kecukupan Sampling). Berdasarkan Tabel 2. pada kolom “Uji MSA” dapat dijelaskan bahwa
terdapat dua variabel indikator yang mengalami penurunan karena nilai MSA < 0,50 yaitu variabel indikator
Kecepatan pembuatan pesanan dan Personil sangat terkonsentrasi dan fokus pada masalah pengadaan, untuk variabel
indikator lainnya nilainya lebih tinggi dari 0,5 sehingga dapat dilakukan pengujian pada tahap selanjutnya yang
diperlukan. Uji Total Variance Prepared yang dilakukan merupakan langkah selanjutnya dalam prosedur faktor
penelitian ini.

Besarnya faktor yang dihasilkan dijelaskan dengan Total Variance Dijelaskan. untuk memastikan faktor-faktor
yang terbentuk. Jadi, jelas bahwa nilai eigen harus lebih besar dari 1. Jika kurang dari satu, maka tidak ada faktor yang
berkembang. Saat menentukan varians dari jumlah variabel, nilai eigen menunjukkan signifikansi relatif setiap
komponen. Dari nilai tertinggi hingga terkecil, bilangan nilai eigen selalu disusun dengan cara ini. Tabel dengan
variansi total menjelaskan temuan pengujian seperti terlihat pada Tabel 3. Varian dapat dijelaskan dengan dua cara,
yaitu dengan melihat Nilai Eigen Awal dan Jumlah Ekstraksi Squared Loadings. Nilai Eigen Awal menunjukkan
tingkat kepentingan faktor-faktor yang terbentuk dari variabel yang diuji.

Syarat suatu faktor yang terbentuk memenuhi syarat dalam pengujian adalah jika Nilai Eigen Awal > 1. Faktor
yang memenuhi hal tersebut ditunjukkan dengan bagian Extraction Sums of Squared Loadings. Pada pengujian ini
terbentuk delapan faktor yang memenuhi syarat. Faktor 1 mempunyai nilai eigenvalue sebesar 8,921 dan mampu
menjelaskan varians sebesar 28,778%, faktor kedua mempunyai nilai eigenvalue sebesar 2,827 dan mampu
menjelaskan varians sebesar 2,827%, faktor ketiga mempunyai nilai eigenvalue sebesar 2,114 dan mampu
menjelaskan varians sebesar 6,819%, faktor keempat mempunyai nilai eigenvalue sebesar 1,681 dan mampu
menjelaskan variansi sebesar 5,424%. %, faktor kelima mempunyai nilai eigenvalue sebesar 1,551 dan dapat
menjelaskan 5,005% varians, faktor keenam mempunyai nilai eigenvalue sebesar 1,498 dan dapat menjelaskan
4,834%, faktor ketujuh mempunyai nilai eigenvalue sebesar 1,287 dan dapat menjelaskan 4,153% varians, Faktor
kedelapan mempunyai nilai eigenvalue sebesar 1,115 dan dapat menjelaskan variansi sebesar 3,598%. Total variansi
yang dapat dijelaskan oleh kedelapan faktor tersebut adalah sebesar 67,729%.

Tabel 2. Nilai rata-rata, Validitas, Realibilitas dan Analisa Faktor

Rotate
Dimensi dan Indikator Variabel Rata- Va;‘sd‘t Rei‘;‘sb‘h MSA Cofnp_
Matrix
Spesifikasi 0,654
Pengintegrasian E-Proc dengan Sistem Keuangan 4,16 0,580 0,722 4
Pengintegrasian Faktur dengan Sistem Keuangan 4,15 0,517 0,849 2
Kemudahan pasar dalam mencari supplier dan barang/jasa 4,31 0,686 0,854 4
Kemudahan sistem pelaporan 4,28 0,730 0,922 2
Proses E-Procurement 0,687
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Kecepatan pembuatan pesanan 4,08 0,354 (Redu .

ksi) si)
Kemudahan sistem otorisasi 421 0,561 0,596 5
Tahapan efektif dari pengguna ke pemasok 4,19 0,536 0,876 5
Kecepatan penerimaan surat pesanan oleh pemasok 4,12 0,562 0,849 5
Kemampuan pemrosesan data 4,11 0,314 0,854 7
Ketepatan waktu penerimaan barang/jasa 4,21 0,447 0,794 7
Akurasi pesanan 4,14 0,272 0,734 7
Keamanan sistem 4,17 0,596 0,841 5
Fungsi Penggunaan 0,648
Kecepatan transisi menu/tahap 42 0,670 0,911 6
Kecepatan sistem navigasi 433 0,731 0,855 6
Keandalan tampilan dan fungsi 42 0,631 0,934 2
Konten 0,660
Ketersediaan supplier sesuai kebutuhan pengguna 4,27 0,622 0,752 1
Kesesuaian/kewajaran harga e-katalog 4,31 0,660 0,827 2
Kemudahan sistem pencarian 433 0,683 0,766 1
Pelatihan 0,878
Ketersediaan pelatihan sertifikasi 4,42 0,801 0,833 1
Kesesuaian materi pelatihan 441 0,850 0,948 2
Kemudahan akses terhadap informasi pelatihan 4,44 0,813 0,813 1
Pelayanan 0,661
Kesiapan personel pengadaan dalam memberikan konsultasi 4,08 0,331 0,602 8
ggiﬁﬁ?an personel pengadaan dalam memberikan 421 0,542 0,567 8
Sikap responsif petugas pengadaan 4,19 0,545 0,661 8
Personel pengadaan mempunyai kompetensi yang baik 4,12 0,547 0,535 3
;’:;sl;);loii(pengadaan membangun komunikasi yang baik dengan 411 0.309 0.699 3
i’é:;t;%as pengadaan mampu menyelesaikan masalah dengan 421 0.439 0.783 3
Staf pengadaan dapat menyimpan rahasia dengan baik 4,14 0,261 0,572 3
Petugas pengadaan memberikan pelayanan yang ramah 4,17 0,600 0,755 3
;’zrrlsg(;réiella nsangat terkonsentrasi dan fokus pada masalah 432 0.241 (011’{%?1 (R:Suk
Regulasi 0,816
E:f;ﬂ;in yang mendukung integrasi e-proc dengan sistem 4,44 0.819 0.868 4
dR:r%;;isé iziislxorgampu menetapkan standar harga yang relevan 433 0.741 0.821 >
Peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan pelatihan 4,41 0.828 0.925 1

sertifikasi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).
The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original
publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these

terms..



8| Page

Tabel 3. Total Variance Explained

e . Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
Initial Eigenvalues . .
Compon Loadings Loadings
P % of % of % of
ent . Cumulat . Cumulat . Cumul
Total Varianc . Total Varianc . Total Varianc .

e ive % e ive % o ative %

1 8,921 28,778 28,778 8,921 28,778 28,778 4218 13,605 13,605
2 2,827 9,119 37,897 2,827 9,119 37,897 4,194 13,530 27,135
3 2,114 6,819 44,716 2,114 6,819 44,716 2,410 7,773 34,908
4 1,681 5,424 50,140 1,681 5,424 50,140 2,333 7,525 42,434
5 1,551 5,005 55,145 1,551 5,005 55,145 2,161 6,970 49,403
6 1,498 4,834 59,978 1,498 4,834 59,978 1,937 6,249 55,653
7 1,287 4,153 64,131 1,287 4,153 64,131 1,912 6,167 61,820
8 1,115 3,598 67,729 1,115 3,598 67,729 1,832 5,909 67,729

Dengan nilai loading faktor yang paling besar maka suatu indikasi dikatakan berfungsi sebagai faktor pembentuk. juga
menunjukkan hasil rotasi untuk memperjelas posisi suatu variabel dalam suatu faktor yang menjelaskan sebaran
variabel secara lebih jelas dan realistis, seperti terlihat pada Tabel 2. pada kolom “Rotated Comp.Matrix” yang
menunjukkan hasil rotasi untuk memperjelas posisi suatu variabel. Dari penjelasan analisis faktor model rotasi seperti
terlihat pada Tabel 2. pada “Rotated Comp.Matrix” diperoleh interpretasi bahwa hasil analisis faktor dibagi menjadi
delapan faktor dengan anggota masing-masing faktor dirangkai. seperti terlihat pada Tabel 4.

Table 4. Kesimpulan Faktor

Faktor Indikator Variabel

1 Ketersediaan supplier sesuai kebutuhan pengguna

Kemudahan sistem pencarian

Ketersediaan pelatihan sertifikasi

Kemudahan akses terhadap informasi pelatihan

Regulasi yang mampu mengakomodir kebutuhan pelatihan sertifikasi
Pengintegrasian Faktur dengan Sistem Keuangan

Kemudahan sistem pelaporan

Keandalan tampilan dan fungsi

Kesesuaian/kewajaran harga e-katalog

Kesesuaian materi pelatihan

Regulasi harus mampu menetapkan standar harga yang relevan dengan e-katalog
Personel pengadaan mempunyai kompetensi yang baik

Personil pengadaan membangun komunikasi yang baik dengan pemasok
Petugas pengadaan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat
Staf pengadaan dapat menyimpan rahasia dengan baik

Petugas pengadaan memberikan pelayanan yang ramah
Pengintegrasian E-Proc dengan Sistem Keuangan

Kemudahan pasar dalam mencari supplier dan barang/jasa

Regulasi yang mendukung integrasi e-proc dengan sistem keuangan
Kemudahan sistem otorisasi

Tahapan efektif dari pengguna ke pemasok

Kecepatan penerimaan surat pesanan oleh pemasok

Keamanan sistem

Kecepatan transisi menu/tahap

Kecepatan sistem navigasi

Kemampuan pemrosesan data

Ketepatan waktu penerimaan barang/jasa

Akurasi pesanan
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8 e Kesiapan personel pengadaan dalam memberikan konsultasi
e Kemampuan personel pengadaan dalam memberikan konsultasi
o Sikap responsif petugas pengadaan

Penelitian kami menunjukkan bahwa sebagian besar faktor yang mempengaruhi kualitas e-procurement yang
disajikan dalam penelitian tahun 2017 [8], masih valid dan pelaku pengadaan di sektor publik masih kritis terhadap
sebagian besar dimensi kualitas. Temuan pengujian analisis faktor dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat tiga
puluh indikator dan enam variabel yang menentukan kualitas e-procurement [8]. Dua variabel indikator dikurangi dan
kurang berpengaruh terhadap kualitas e-procurement, yaitu indikator variabel kecepatan pembuatan pesanan dan
personel pengadaan yang sangat perhatian dan fokus terhadap masalah pengadaan. Hasil lain menunjukkan bahwa
ditemukan variabel baru beserta indikator variabelnya yang mempunyai pengaruh terhadap kualitas e-procurement
berdasarkan hasil uji analisis faktor yaitu variabel Regulasi dengan indikator variabel yaitu regulasi yang mendukung
integrasi e-procurement dengan sistem keuangan, regulasi harus mampu merumuskan standar harga yang relevan
dengan e-katalog, serta regulasi yang mampu mengakomodir kebutuhan pelatihan sertifikasi.

Berdasarkan hasil kesimpulan faktor, faktor 1 merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kualitas e-
procurement. Faktor-faktor tersebut antara ketersediaan supplier sesuai kebutuhan pengguna, kemudahan sistem
pencarian, ketersediaan pelatihan sertifikasi, kemudahan akses terhadap informasi pelatihan, regulasi yang mampu
mengakomodir kebutuhan pelatihan sertifikasi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kemudahan akses informasi
pelatihan dan ketersediaan sertifikasi pelatihan merupakan indikator variabel dari variabel Pelatihan. Pelatihan
merupakan isu strategis yang saat ini sangat mempengaruhi kualitas e-procurement. Personil pengadaan yang
tersertifikasi menjadi syarat utama bagi pelaku pengadaan untuk mampu melakukan proses pengadaan secara e-
procurement. Minimnya jumlah tenaga pengadaan yang bersertifikat akan sangat mempengaruhi kualitas e-
procurement karena akan mempengaruhi kecepatan pelaksanaan proses pengadaan. Jika jumlah paket pekerjaan yang
dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah tenaga pengadaan yang tersedia, maka target penyelesaian e-
procurement juga akan memakan waktu lebih lama sehingga berdampak pada kualitas e-procurement. Identifikasi
keterampilan pengguna akhir dan pelatihan dalam e-procurement merupakan faktor yang harus mendapat prioritas
tinggi oleh manajemen untuk mencapai tujuan dan manfaat fungsi operasional e-procurement [25]. Untuk
mengembangkan analis pengadaan yang terampil memerlukan fokus pada pelatihan manajemen dan karyawan dalam
teknologi data, analitik, dan pengembangan pengetahuan teknis dan relasional [26].

Karyawan baru menjadi penduduk asli digital (digital native) yang lebih mudah mempelajari keterampilan baru
dan tidak begitu akrab dengan lingkungan kerja spesifik suatu organisasi. Oleh karena itu, mereka memerlukan
pelatihan agar siap menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan [32]. Faktor yang
berhubungan dengan kemudahan sistem pencarian dan ketersediaan supplier sesuai kebutuhan penggunaan merupakan
indikator variabel dari variabel Content. Kenyamanan dan ketersediaan supplier dengan berbagai referensi jenis
barang dan jasa yang dibutuhkan pengguna tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas e-procurement dalam
mencari supplier yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan tersedianya varian pemasok dalam e-procurement,
persaingan sehat antar pemasok dapat ditingkatkan dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas dan harga yang
kompetitif. Sebagian besar pelaku pengadaan di sektor publik menganggap fungsi pengadaan secara elektronik sudah
memadai bagi otoritas kontrak mereka [27]. Pemasok perlu bekerja sama dengan digitalisasi untuk mengembangkan
ketahanan, fleksibilitas, dan sosial [28].

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kecepatan sistem navigasi merupakan indikator variabel variabel fungsi
penggunaan. Fungsi penggunaan merupakan komponen utama dalam operasionalisasi e-procurement. Sistem navigasi
yang efektif berperan besar dalam pengolahan data proses pengadaan pada sistem e-procurement. Pengguna terus
mengkritik kecepatan kinerja sistem, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan (karena proses dan informasi yang
digunakan), yang semuanya berpotensi berdampak besar pada seberapa efisien pekerjaan dilakukan dalam sistem [27].
Faktor-faktor yang berhubungan dengan peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan pelatihan sertifikasi
merupakan indikator variabel dari variabel peraturan. Dalam e-procurement, regulasi juga menjadi faktor yang sangat
penting dalam mempengaruhi kualitas e-procurement. Regulasi e-procurement harus mampu mengakomodir segala
hambatan dan tantangan serta efektifitas proses bisnis yang diterapkan dalam sistem e-procurement. Regulasi yang
adaptif dan visioner harus mampu menjawab kebutuhan perkembangan globalisasi dan digitalisasi agar kelangsungan
proses e-procurement dapat berjalan stabil dan konsisten. Faktor terpenting yang menggambarkan konteks organisasi
adalah dukungan manajemen puncak diikuti kesiapan organisasi [29]. Regulasi terkait e-procurement saat ini belum
bisa dilaksanakan secara maksimal. Kebijakan, undang-undang, dan peraturan yang tepat juga harus diterapkan untuk
memandu keseluruhan sistem pengadaan elektronik [2]. Keseluruhan hasil e-procurement harus mampu dilaksanakan
oleh seluruh pelaku pengadaan dengan baik serta menghindari segala bentuk praktik penyimpangan sebagai upaya
untuk mencapai tujuan utama pengadaan barang dan jasa yaitu menghasilkan barang / jasa yang tepat sesuai dengan
kualitas dan harga serta memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi masyarakat. Perundang-undangan dan kapasitas
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sektor publik menentukan hasil pengadaan [30]. Selain itu, Sektor Publik harus menyiapkan anggaran yang cukup
untuk mendukung pembelian bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan sistem pengadaan elektronik karena
penggunaan sistem e-Procurement memerlukan sumber daya keuangan untuk pengoperasiannya yang efektif [31].

IV. SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas e-procurement pada Pemerintah Kota
Mojokerto berdasarkan dimensi kualitas e-procurement yang meliputi faktor spesifikasi, proses e-procurement, Fungsi
penggunaan, Konten, Pelatihan, Profesionalisme layanan e-procurement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat temuan faktor baru yang mempengaruhi kualitas e-procurement, yaitu faktor regulasi dengan indikator
variabel meliputi regulasi yang mendukung integrasi e-procurement dengan sistem keuangan, regulasi harus mampu
mengembangkan standar harga yang relevan dengan e-katalog, dan regulasi yang mampu mengakomodir kebutuhan
pelatihan sertifikasi. Dari Pengujian hasil statistik analisis faktor menunjukkan bahwa faktor baru tersebut merupakan
salah satu variabel faktor yang merupakan bagian dari faktor pertama atau faktor dominan seperti terlihat pada Tabel
4. Implikasinya adalah para pengguna dalam hal ini Pemerintah Kota Mojokerto harus memperhatikan pembentukan
faktor pertama, khususnya pada faktor Pelatihan dan Regulasi, dimana kedua faktor tersebut selain termasuk dalam
faktor pertama, juga mempunyai nilai rata — rata tertinggi berdasarkan uji statistik deskriptif.

Pelatihan dalam konteks e-procurement Pemerintah yaitu menyediakan pelatihan sertifikasi bagi personel
pengadaan yang disediakan oleh otoritas regulasi untuk melaksanakan proses pengadaan. Pelatihan sertifikasi harus
dilaksanakan secara berkala dan terjadwal hingga kebutuhan personel pengadaan bersertifikat terpenuhi. Jika hal ini
tidak dilaksanakan maka kualitas e-procurement dalam hal penyelesaian proses akan menurun, dimana pengadaan
akan memakan waktu lebih lama, karena terbatasnya personel pengadaan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Mojokerto
dituntut untuk merumuskan peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan teknis dan non teknis proses e-
procurement tersebut, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan adanya solusi regulasi. Dengan
mengetahui faktor-faktor tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto dapat melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan
untuk mewujudkan e-procurement yang berkualitas. Hasil penelitian ini tentunya tidak dapat digeneralisasikan untuk
seluruh instansi pemerintah lainnya karena terbatasnya sampel yang dilakukan hanya pada satu Pemerintah Daerah
saja. Namun faktor-faktor yang telah dianalisis dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi kualitas e-procurement
pada instansi pemerintah. Peneliti yang akan datang diharapkan dapat melakukan penelitian di lingkungan
kementerian, lembaga atau instansi pemerintah lainnya sehingga dapat memberikan gambaran secara lengkap
penerapan e-Procurement di sektor pemerintahan berdasarkan dimensi kualitasnya.
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